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Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, strategi yang diperlukan dalam rangka

mel aksanakan pemerintahan adalah dengan memperbesar porsi kemampuan pengel olaan keuangan.
Pengel olaan yang dimaksud adalah pengel olaan keuangan yang sesuai dengan prinsip ? prinsip yaitu
tanggungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna ( effectiveness) dan daya
guna ( efficiency ), serta pengendalian.

Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk bisa mengelola potensi sumber daya
dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan itu terkait erat dengan masih
terbatasnya sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999
dinyatakan bahwa sumber - sumber penerimaan daerah terdiri dari @) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana
Perimbangan, ¢) Pinjaman Daerah dan d) Lain - lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Adli Daerah
(PAD) sendiri terdiri dari pgjak dan restribusi daerah, laba hasil perusahaan daerah, dan lain - lain
pendapatan asli daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan restribusi daerah, pemerintah pusat telah
mengeluarkan Undang - Undang No. 34 Tahun 2000.

Dalam rangka memdukung penerimaan daerah di kabupaten Bekasi, pihak pemda telah melakukan
penarikan pajak sesuai dengan UU tersebut diatas. Salah satu pajak daerah yang ditarik adalah pajak
penerangan jalan. Pgjak ini selanjutnya berubah menjadi pajak penggunaan energi listrik sesuai dengan
peraturan daerah No. 2 tahun 2000. Dari pajak penerangan jalan ini penerimaan yang diperoleh hampir
sebesar 52,65 % dari total penerimaan pajak daerah.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pajak penerangan jalan adalah adanya Beban pajak ini dapat
mempengaruhi duniaindustri sehingga menghawatirkan iklim usahayang ada di kabupaten Bekasi, selain
itu adanya Perubahan nomeklatur dalam penetapan pajak penerangan jalan menjadi pajak energi listrik akan
membingungkan para pelaku usaha, hal ini disebabkan adanya perubahan dalam obyek pajak. Masalah lain
berkaitan dengan pajak penerangan jalan adalah adanya krisis listrik yang melanda Indonesia.

Berkaitan dengan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk
meningkatkan penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah penarikan pajak dapat dilakukan secara
progresif berdasarkan daya pasang konsumen. Upaya lain adalah memberikan kompensasi bagi pihak
perusahaan yang menggunakan tenaga listrik non PLN. Sedangkan bagi pelanggan PLN sebaiknya dapat
melakukan perbedaan dalam penetapan prosentase pajak khususnya untuk pelanggan dunia usaha dan
pelanggan rumah tangga.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=74875&lokasi=lokal

